
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan
fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu
penyesuaian kembali atas hak-hak keuangan dan
administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
khususnya atas honorarium tenaga ahli fraksi sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017
tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal II

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) untuk tiap orang/bulan.

(I) Tenaga ahli fraksi mendapatkan pembayaran kompensasi berupa
honorarium.

Pasal8

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40
Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah
(BeritaDaerah Kabupaten TabalongTahun 2021 Nomor03), diubah sebagai
berikut:

PasalI

PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANKEDUA
ATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR40 TAHUN
2017 TENTANG BESARAN HAK KEUANGANDAN
ADMINISTRATIFPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09
Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor09 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor03);

11.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017
tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2021 Nomor03);
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ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 19

\l::d

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2'3 J~ni 202 >.

ANANG SYAKHFIANI

,tel

BUPATI TABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Jilni 202:~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabalong.
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